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Menimbang

Mengingat

1

RPADU PROVINSI BANTEN,

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang
pendidikan, schingga dapat menciptakan peserta
didik yang pintar dan cerdas;

bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 421/0081-
Dispend/2016 tanggal : 11 Januari 2015 Perihal
Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas
(SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Swasta, perlu diberikan lsin Operasional Sekolah
Menengah Atas;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam haruf & dan huruf b, peklu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi
Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah
Menengah Atas AL QONA AH.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lemibaran Negars Republik Indoneala Notor 4301}



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

o

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
r 2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang.
Pengelolean  dan  penyelenggaraan  pendidikan
scbagaimana telah diubsh dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
s:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5670 );

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2014 Nomor 507)

Peraturan Dacrah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal (Lembaran Dacrah Provinsi
Banten Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Dacrah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2012 Nomor 3);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Banten Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);
Feraturan Qubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang

(Beritn Daerah Provinai Santen Tahun 2012 Notior 25)
mana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan

tentang Petunjuk Pelaksanaan Per er:
Provinsl Banten omor 7 Tabun 2011 teang
Penyelenggaraan _Pela u Satu Pintu

{Beria Dacran orovnar Banten Tanun 2012 Nomor
11);
12.Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-
Huk/201S entang _Pendeleasian _ Kevenangan
n e

Kepala Badan Koordinasi b e
Pelayanan Terpadu Provinsi Bante:

Surat Yayasan Qonah Al-Zain -

07/YP-QZ/X11/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Permohonan Izin Operasional SMA Al-Qona’ah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas
kepada.

Nama Lembaga/ Yayasan QONA'AH AL - ZAIN

Yayasan

Nama Sekolah © SMA AL- QONAAH

Alamat Kampung Bojong Desa Cikuya
RT/RW
Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang
P B

Alcte Yayasan/Badan
T&nggal 24 Februar 2015

Notaris Syahruddin, SH.

Alamat JL. Letnan aomng, No. 104,
Kee. Pandeglany

megang/ penerima izin sebagaimana A

oy diwajibkan

1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan
Kurikulum yang berlaku;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

7 Jengiian Taporen secars berels sl dengan
ketentuan menurut modcl i yong ditentukan;
3. Mengajukan _ perme
Sabat tmbataya 30 [LL@& o s Sebelim
masa berlakunya berakhir

4 Mentaati  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pemberian zin sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, dinyatakan batal apabila

1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar

2. Tidek mampu melanjutkan kegiatan _ belajar
mengajar dengan mengajukan permoionan secara

Drccss osiae Koia Dius. Hendigtics
Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah

tidak layak untukc melanjutkan kegiatan  belajar

menglar;

4. Tidak ' mematuhi/melaksanakan ketentuan

peraturan pen.mdung undangm yang berlakau.

Izin_sebagaimana dimaksud dalam diktum

dilasang dxmndahumgankan  kepada.pihale ‘el g

persetujuan Gubernur

Masa bersks fin operssional schagaimana dimakoud

dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tah

Pembinaaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap

izin operasional el dilaksanakan. olch Satuan

o Peranghat Daera (SKPD) terkait semual dengen
Tugas Pook dan Fung
Keputusan ini mulai A pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Serang
Pada tangaal: )1 FEG 2016

5. GUBERNUR BANTEN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Gubernur Banten;

3. Bupat Pandeglang;

4.Kepala Dinas Penc

tikan Provinsi Banten;
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